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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, DAN REVISI 

RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA TATA RUANG 

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL, DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG 

KAWASAN PERBATASAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), 

Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 49 

ayat (2), dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman 

Penyusunan, Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata 

Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan Negara; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional 16 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, DAN REVISI 

RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN, RENCANA 

TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL, DAN 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN 

NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola 

Ruang. 

3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR 

adalah hasil perencanaan tata ruang. 

5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 

daya. 

7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 

lindung atau budi daya. 
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8. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 

daya buatan. 

9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah negara. 

11. Pulau/Kepulauan adalah pulau-pulau besar dan 

gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan 

ekosistem yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa-

Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, 

gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, dan gugusan 

Kepulauan Maluku. 

12. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya 

disingkat RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci 

dari RTRWN yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi 

penataan ruang, rencana Struktur Ruang, rencana Pola 

Ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang, serta peran Masyarakat dalam 

penataan ruang. 

13. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat 

KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang 

telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

14. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara 

yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana 

secara terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang 

terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain. 

 

www.peraturan.go.idwww.peraturan.go.id



2021, No. 332 
-5- 

15. Peninjauan Kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, 

dan RDTR KPN adalah upaya untuk melihat kesesuaian 

antara Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana 

Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, atau Rencana 

Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dan 

kebutuhan pembangunan yang memerhatikan 

perkembangan lingkungan strategis dan dinamika 

pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. 

16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara 

rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang 

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 

18. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang 

memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan 

Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

dan Masyarakat. 

19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang 

termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau 

Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam 

Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penataan ruang.  

23. Hari adalah hari kerja. 
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